
5. Undang - Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 200~ Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Norno- 4438); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintar.an Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nemer ·125, Tambahan t.ernbaran Negara 
Nomor 443 7). sebagaimana telah diubah heberapa kali, terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas LJndang 
- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ::>errerint.ahan Dae rah (l_e, nbaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4844); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentanq Pernbentukar: Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tanun 2004 Nomor 53, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

2. Undang-undang Nornor 12 Tahun 199g ten'.c1n·J Pernbentukan Kabup sten Dati 11 
Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandaiiing Natal (l.ernba.an Negara 
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nornor 37::l4): 

Menging3t 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanq Huku.n Acara Pidana r Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tar.ibahan l.err.baran Nomor 3209); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ciimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu; 

b. bahwa Retribusi Perizinan Tertantu sebagaimana dimaksud huruf a. 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah; 

Menu nbanq : a. babwa jenis Retribusi Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 141 Undanq-undanq 
Nornor '.28 Tahun 2009 tentang Pr.jak Daera'i clan Retribusi Daerah, dan 
sebagai .mplernentasi pelaksanaan Retribusi Perizinan tertentu dimaksud diatur 
dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nornor 28 Tahun 2009; 

BUP.ATI MANDAILING NATAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTEIJTU 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUrATEN MAI\IDAIL.ING NATAL 

NOMOR 10 TA;-JUN 2011 

BUPATI MANDAIL,NG ·NAT.AL 



5. Bupati adalah Bupati MandaHing Natal. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pornerintah 
Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupat.i clan pemngkat daerah 5ebagai unsur 
penyelenqqara Pemerintah Daerah. 

2. Pemerintahan Daerah acialah penyelenggara urusan Pemerintc1h.:m oleh 
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah rnenurut asas Otonomi 
dan Tuqas Pembantuan dengan prinsip Otonorni seluus-luasnya da'arn sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndouesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang -- undang Oasar Neg:1ra Republik Indonesia Tahun ~945. 

1. Daerah ada'.ah Kabupaten Mandailinr, Natal. 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirr.ak-;~d denqa» : 

Pasa) '·. 

BABI 
KETENTUA~ UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTAt-]G RETRIB'.JSI PERIZJ~IAN TERTlNTU. Menetzpkan 

MEMUTUSKAN· 

BUPATI MANDA'.LING NA fAL 

dan 

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAEHAH KABUPATF:N MANDAILING NA.T,\L 

Dengan Persetuiuan Bersarna 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lernbaran 
Daerah dan Serita Daerah. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 200(3 tentanq Prosedur 
penyusunan produk hukum daerao, 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J 5 Tc1hu11 ~J.00!3 tentanq Jenis dan 
Bentuk Produk Hukurn Daerah ; 

7. Peraturan °emerintah Nomor 58 Tahun 2l)05 tentanq Pengelolaan l<·euangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor '1.40, Tarnbahar. Lerntaran 
Negara Nomor 4578); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun·' 2007 tentar,g Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembamn Negara Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

6. Undang-undang Nomor .~8 Tahun 2009 tentanq Pajak Daerah dar ~etribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nornor 'I 30, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049); 



17. Surat Ketetapan adalah Retribusi Daerah Lebih e.ayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adala.h surat ketetapan retrit .usi yang rnenentukar 1 jurnlah 
kelebihan pernbayaran retribusi karena jumlc1h kredit retribusi lehin besar 
daripada retribusi yang terl nrtanq at.au seharusnya tidak terhutang. 

16. Surat r<etetapan Retribusi Daerah, rang selanjutnya disinokat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang rnenentukan be samya jumlah pokok retribusi 
yang terhutang. 

I 

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnva disingkat SSRD, adalah bukti 
pernbayaran atau penyetoran retribusl yang telah d'.lakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan denqan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pernbayarar, yang ditunjuk oleh ~,epala Oaerah. 

·t 4. Masa Retribusi aoalah suatu jar.gka tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
Wajib Retribusi untuk rnerna.rtaatkan jasa (fan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersanqxutan. 

13. \tVajib Retribusi adalah orang pri'.)adi atau Badan yang rnenurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi,termasuk pernunqut atau pemotonq retnbusi tertentu. 

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Per.ierintah Dasrah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi ats.u Sadan yanq dimaksudl<an untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pencawasan atas keqiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam. barang, prasarana, 
sarana atau fasilltas tertentu guna melindur,gi kepen .inqan umurn dar. menjaga 
kelestarian Jingkungan. 

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kema.ifaatan iainnya yang dapat dir.ikmati 
oleh orang pribadi atau Badan. 

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya: disebut Retribusi, adalah Punjutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang khusus 
disediakar, dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Sadan. 

9. Badan adalah sekurnpulan orang dan,atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yanqtidak rnelakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Millik Oaerah (BUMO) dengan narna 
dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisa:si Massa. Orqanisasi Sosial 
Politi:<, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya te.rnasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Manc.~ail.ing Natal. 

7. Peraturan Daerah adalah peraturan psrundanq-undanqan yang dibentuk c leh 
DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan oersarna Bupati. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tuqas tertentu <1ibidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan peraruran perundang - undangan. 



(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi kepiatan 
peninjauan desain dan pernanta.ran pelaksanaan pembangunannya aoa, tetap 
sesuai denqan rencana teknis b: .. mqunan dan rencana tata ruang, dengan tetap 
rnemperhatlkan koeflsi€:n dasar bangunan (KDEJ}, koefisien luas banqunan 
(KLB). koefisien ketinggian bapunan {KKB), da,l pengawasan µenggunaan 

(1) Objelc R.etribusi lzin Mendirikan Ba.iqunan sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf a adalah pernberian izin unruk mendirikan suatu bangunan. 

Pasal5 

Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

Pasal4 

Bagian Kesatu 
Retribusi lzin Nlendirikan Bangunan 

Janis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah .ni adalah : 
a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi lzin Gangguan; dan 
c .. Retribusi lzin Trayek; 
d. lzin Usaha Perikanan 

Pasal 3 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelavanan penz.nan tertentu oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan atau badan yanq dlmaksl.dkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pe11ggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarans atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkl.ngan. 

Pasal 2 

BABII 
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TER'tEINTU 

20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusf adarah serangkaian tinuakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk menc.sri serta mengurnpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibdang retribusi yang terjarli serta 
menemukan tersangkanya .. 

19. l''emeriksaan adalah serangkaian k3giatan menqhirnpun dan menqolah data, 
keterangan dan/stau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionel 
berdasarkan suatu sta-idar pemeriks. .. ran untuk menguf kepatuhan pe rnenuha., 
kewajiban perµajakan · daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundanq-undanqan retribusi 
daerah. 

18. Surat Tagitiar. Retribusi Dae rah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalsh sura' 
untuk melakukan tagihan retribusi can/atau sanksi a.nninistratif berupn bunqa 
dan/atau denda .. 



(3) Koefisien Luas Bangunan (LB) ditetapkan sebagai berikut : 
Luas bangunan O - 100 m2... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Luas banqcnan 100 - 500 m2 2 
Luas bangunan 500 - 1.000 m2 -~ 
Luas bangunan > 1.000 m2 .4 

(2) THOB ditetapkan sebesar Rp 1.200.000,- 

LB 
TB 
PB 
THDB 

= Retribusi lz.in Mendirikan Bar.qunan adalah jurnlah bi.iya 
retribusi IMB yang harus oibayarxan kepada pernerintah c'aerah 
oleh orang dan atau badan usaha baik swasta maupun 
pemerintah (8UMM/8UMO) 

= Koefisien Luas Banqunan 
= Koefisien Tingkat Bangunan 
:-:: Koefisien Penggunaan Banqunar 

::: Tarif Harga Dasar Bangunan M2. 

RIMB 

(1) St.uktur dan besarnya tarif izin mendirikan bangunan adalah : 
RIMB = THDB x LB x TB x PB 

Pasal8 

(3) Besarnya koefisien sebaqairnana dirnaksud pada ayat (2) sebagai be.ikut : 
a. koefisien luas bangunan : 
b. koefisien tingkat bangunan 
c. koefisien penggunaan bangunan 

(2) Faktor ·- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan bobot 
(koefisien). 

(1) T;ngkat penggunaan jasa izin menriirikan bangunan c1iukur dengan .umus yang 
didasarkan atas faktor luas banqunan, jumlah tinqkat bangunan dan rencana 
penggunaan banyunan. 

Pasal7 

(2) Wajib Retribusi lzin Mendirikan Ban: junan adalah orang pribadi atau bad an 
ya, 1g menu rut ketentuan peraturan permdanq -- u-idanqan Retribus: diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pernunput a.au pernotonn 
retribusi lzin mendirikan bangunan. 

(1) Subjek Retribusi lzin Mendirikan f:'angunan adalah Jrang pribc1di atau badan 
yang rnernperoleh izin rnendtrikan bangunan. 

Pas,11 6 

(3) Tidak termasuk objek retribusi sehaqaimana cirnaksud pada ayat (1) adalah 
pernberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daer.ih 

I.Jangunan yang rneliputi perne.iksaan calarn ranqka rnemenuhi svarat 
keselamatan bagi yang menernpaf banqunsn tersebut. 



(2) Wajib Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribad: atau badan yany menurut 
ketentuan peraturan pernndang-unclangan retrihusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retrbus: iz.in 
gangguan. 

( 1) Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 

(2) Tidak termasul; Objek retribusi lzir Gangguan sebaqaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah ternpat usaha/keqiaian yang drtentukan oleh Perner'ntah at., • 
Pemerintah Daerah. 

(1) Ol-jek retribusi lzin Gangguan sebapairnana d:ma!~sud dalar» PasRI 3 huwf b 
adalah pernberian izin tempat usatta/keqiatan kepada orang pribadi atau badan 
yang dapat menimbulkan ancarnan bahaya, ker-ugian dan/atau gangguan, 
termasuk pengawasan dan psnqencalian kegiatar: usaha secara tsrus-n ienerus 
untuk rnenceqah terjadinya gangguan lcetertiban, keselamatan, atau kssehatan 
umum, memelihara ketertioan Jing"'ungan dan rnernenuhi norma keselarnatan 
dan kesehatan xeria. 

Pascl 11 

Dengan nama Retribusi lzin Ganggwm dipungut retnbusi sebagai oembayaran atas 
pemberian izin ternpat usaha. 

Pasa, 10 

BagL1u Kedua 
Retribusi lzit1 GanJguan 

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan ynng terutang dipunqut di wilayah cr.erah izin 
bangunan diberikan. 

Pasal9 

(5) Koefisien Penggunaan Bangunan (PB) ditetapkan sebaqai berikut : 
Bangunan hunian 1 
Bangunan keagamaan 2 
Bangunan usaha 3 
Bangunan perkantoran A 
Bangunan sosial budaya 5 

(4) Koefisien Tingkat Bangunan (TB) ditetapkan sebaqai berikut : 
Bangunan dengan lantai 1 . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
Bangunan dengan lantai 2 2 
Bangunan <1engan lantai 3....................... . 3 
Bangunan dengan > 3 .4 



3 ~ Jalan Utama dengan nilai 

IL : lnd·~ks Lokasi adalatt angka incleks yang didasa11<an pada klasifiJ:asi jalar I 

dengan parameter 

Hp. 400,-/m2 
Rp. SOU.-/m2 
np. 600,-/m2 
f{p. 700,-/m2 
Ro. 800,-/m:z 

Hp 1.000,-./m2 
Hp. 'l .400,-/rm 
Rp 1.800,-/rn2 
F~p. '.2.250,-/m2 
Rp. 2.750,-/m2 

F{p. 250,-Jrm 
Ro. 3~0.-/m:2 
f~p. 450,-/rm 
Rp. 500,-/m2 
Rp. 600,-/m2 

Rp. 5~10 ,-/m2 
Rp. 600,- tttv: 
Rp 800,-/m2 
Rp. 1.000,-/m:: 
Rp. 1 .50Q, .. /rr» 

- Luas 25 mz ke bawah besar tarifnya....... . . . . . .. 
- Luas 26 s/d 100 ma besar tarifnya................ . 
- Luas 101 s/d 500 mz besar tarifnva . 
- Luas 501 s/d 1.000 m2 besar tarif nya . . . . . . . .. . . 
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarrnya . 

d. Lingkungan Pergudangan : 

-- Luas 25 ma ke bawah besar tarifnya . 
- Luas 26 s/d 100 mzbesar tarifnya . 
- Luas 101 s/d 500 rnzbesar tarif ,ya _ . 
- Luas 501 s/d 1.000 mzbesar ts-rifnya . 
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya . 

c. Lingkungan Pemukfman!Sosial 

- Luas 25 mz kebawah besar tarifnya . 
- Luas 26 s/d 100 ma besar tarifnya .. 
·- Luas 101 s/d 500 rnz besar tarifnya .. 
- Luas 501 s/d 1.000 ma besar tartnya . 
·· Luas 1.001 f..ld ke atas besar +ariinya .. 

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar : 

- Luas 25 mz kebawah besar tarifnya . 
- Luas 26 s/d 100 ma besar tarifnya . 
- Luas 101 s/d 500 mzbesar tarifnya .. 
- Luas 501 s/d 1.000 rnzbesar tarifnyc . 
- Luas 1.001 s/d ke atas besar tarifnya . 

a. l.inqkunqan lndustri 

TL : Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per-meter kubik dun volume 
ruang usaha yang meliputi banqunan tertutup maupun terbuka sesuai 
dengan kondisi lingkungan. 

RIG : Retribusi lzin Gangguan adalah Jumlah Biaya Retribusi pemberian lzin 
Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah. 

(1) Struktur dan besamya tarif izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan 
rumus dan biaya survei adalah : 
RIG == (TL X IL X LRTU X IG) + BS 

Pasal 14 

(2) lndeks sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan angka indeks. 

(1) Tingkat penggunaan jasa pemberia,1 izin gang~1uan diukur berdasarkan indeks 
lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha 

Pasal 13 



Tmqkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berrlasarxan jenis kenderaan 

Pasal ~g 

(2) Wajib Retribusi lzin Trayek adalah oranq pribadi aau badan yang rnenurut keter.tuan 
peraturan pernndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi ; zin trayel. 

(1) Subjek Retribusi lzin Trayek adalah orang pribadi atai, badan yang rnemperoleh izin 
trayek dari Pemerintah Oaerah. 

Pasal 18 

Objek Retribusi lzin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah pernberian 
izir. kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan petayanan anqkutan ;:,enurnpang 
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 

Pasal 17 

Dengar. nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebaqai pernbayaran atas pemberian 
izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

Pasal 16 

Bagian Ketign 
Retribusi lzin Trayax 

Retribusi zin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin tempat usaha 
diberikan. 

Pasal 15 

: Panyabungan-Siabu Rp 300.000,- 

: Kotanopan Rp 500.0uO,- 
: B,1tang Natal Rp ·1.000.0L10,- 
: Natal, Sinunukan dan Batahan Rp 1.500.000,- 

: Singkuang Rp 2.000.ono,- 

Biaya survey : 

Wila,ah I 

Wilayah II 

Wilayah Ill 

Wilayah IV 

Wilayah V 

LRTU : L.uas Ruang Tempat Usaha 

:5 
:4 
:3 
:2 

- Gangguan sangat besar denqan nilai 
- Gangguan besar der.gan nilai 
- Ganggua 1 menengah dengan nilai 
- Gangguan kecil dengan nilai 

IG : lndeks Gangguan adalah anqka indeks besar kecilnya ganggu~n yang 
drtirnbulkan oleh kegiatan usaho dengan parameter : 

2 
·1 

- Jalan Sekunder denqan nilai 
- Jalan Lingkungan denqan nilai 



Tinqkar penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha 
perikar.an dan jenis kapal. 

Pasal76 

(7) Wajib Retribusi lzin usaha perikanan adalah oranq pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaxukan 
pernbayaran retribusi izin usaha perikanan, termasuk pemungut atau pernotonq retribusi 
izin usaha perikanan. 

(1) Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah oranq pribadi atau badan yang 
rremperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Oaerah. 

Pasal25 

b. izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang budidaya dipungut berclasarkan luas oan panjang 
lahan yang digunakan 

a. ikan tawar, ikan laut, payau dan penangkapan tkan di peran an laut dalarn daerah. 

Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan (IUP) seb aqairnana c.irnaksud dalam Pasal 3 huruf d 
adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakokan kegiatan usana 
penanqkapan dan pembudidayaan ikan : 

Pasal74 

Denqan nama lzin usaha perikanan (IUP) dipungut retribusi sebaqai pembayaran atas 
pelayanan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

· Pasal 23 

Bagian Keempat 
l:zin Usaha Perikanan 

(2) lzin traye« sebagaimana dimal<sud pada ayat ('1) berakhir, dapet diperpanjanq kernbali. 

(1) Masa berlakunya izin trayek selarna 5 (lima) ·rahun. 

Pasal22 

Retribus' lzin Trayek yang terutang dipungut di wiiayah daerah izi,1 diberikan. 

Pasal ?.1 

(3) lzin insidentil dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.0CO,-/untu\c setiap kali perjalanan 
rergilpulang 

(2) Setiap Bus atau Mobil Penumpanq urr.urn Beca bermotor dan tida« bermotor wajib 
.nerniliki kartu pengawasan atau kartu operasi yang rnasa terlakunya 1 tahun. 

Rp . .?.J0.000-, per uni 15 tahun 
Rp. 1 OJ.000-, per unit/5 tahun 
Rp. S0.000-, per uni1/5 tahun 
Rp. 25.000-, per uni1J5 tahun 

rt. Mobil Bus lJ'llum 
b. Mobil penumpang urnurn 
c. Baca bermotor ( betor) 
:1. Beca tidak bermotor 

(1) Struktur dan besarnya izin trayek adala:, · 

Pasal .?O 



Baglan KfJsatu 
Tata Cara Pernunqutan 

BABIV 
PEMUNGUTAN RETR!BUSJ 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dirr aksud pac'a avat (2) ditet.apkan dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Prminjau tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian. 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali. 

Pasal 3() 

(2) 9iriya penyelenqqaraan pemberian tztn setaqairnana 'Jang dimaksud pada ayz.t (1) 
meliputi penerbitan dokumen izin, penqawas.in di lapangan, penegakan hukurn, penata 
usahaan, dan biaya darnpak negatif dari pernbe nan izin ter sebut 

(1) Pr.nsip dan sasaran dalam penetapan besa.·nya tarif retribusi penzman tertentu 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenoqaraan 
Pemberian lzin yang bersangkutan. 

Pasal28 

BAB !II 

PRINSIP DAN SASARAhl PENETAPAN TARIF RF-TFHBl.151 

2. Besarnya Retribusi izin usaha perikanan sebaqai mana di mai<:sud paoa paral 24 huruf b 
diterapkan sebagai berikut: 
Usana tangkap : 

a. Kaoal mesin dalam Hp.30.00C I mit 
b. Kap.al mesin luar Rp. 2.000 /unit 
~- ?erahu layar/dayung Rp. 1.000 I unit 

a. Kolarn air tenang Rp. 500 /rr12 
a. Kolam air deras Rp.1 ~)00 /m2 
b. Jarin,;J apung air tawar Rp:1.000 m·C 
c. Karambah Rp. 500 /m? 
d. Tarnbak Rp. 500 /m2 
e. Jarinq apung laut. Rp. 2 000 lrn2 

1. Budi daya air tawar, payau dan laut : 

Besamya Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana ·Ji rnaksud pada pasal 24 hun.f a di 
tetopkan sebagai berikut : 

Pasaf 28 

Retribusi lzin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayan dr erah izin diberikar .. 

Pasal27 



(1) Bupati dalam ja.iqka waktu paling lama 6 (unarn) bulan seja < tanggal surat keberatan 
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan kebe.atan 

Pasal ~~4 

(5) Pengajuan keberatan tindak menunda kewajiuan pernbaya.an retribusi clan r elakeanaan 
penaqihan retribusi. 

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebaqarnana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu 
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajih retriousi. 

(3~ Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama :3(tiga) bulan sejal. tangga\ 
SV.RD ditertibkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapa' menunjukkan bahwa, jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keads an diluar kekuasaannya. 

(2) Keooratan diajukan secara tertulis dalar» Aahasa Indonesia denpan diser.ai alasan -­ 
alasan yang jelas. 

~1) Woji!:> Retribusi tertentu dapat mengajuka, 1 '.i,eberatan hanva kepada Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atas SKRD atau dokurnen ya, ,g di persarnakan 

Pasa: 33 

Bagian Ketiga 
Keberatan 

(2) Ketentuan menqerai alokasi pemanfaatan penerimaan reuibusi dalam Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denpan Peraturan Bupati. 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi du.tarnaken untuk rnendanai 
keqi.rtan yang berkaitan langsung dengan penyelenqqaraan pelayanan yang 
bersangkutan. 

Pasal 32 

Bagian Kedua 
Pernanfaatan 

(5} Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denqan Peraturan Bupati. 

(4~ P€nagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud r ada ayat (3) didahului dengan 
surat teguran. 

(3) Dalarn hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi oerupa bunga seoesar 2 % (dua persen) setiap 
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak a\1u kuranq dibayar dan dita9i~ dengan 
menggunakan STRD. 

(2) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
karcis. kupon dan kartu langganan. '' 

(1) Recribusi dipungut dengan menggunakan SKHD atau dokurnen lain yang dipersarnakan 

Pasal31 



(1) Hak untuk melakukan penagihan retribus rnenjadi ke(~,.:duwz~rsa setelah melampaui waktu 
3 ('~i~a) bu Ian terhitung sejsk pad a saat terutancnya r .. rib .si kecuaf jika w sjib retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi 

Pm:3, 37 

BABVI 
KEDALUWARSA F'ENAGIHAN 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran ret, 1busi sebeqairnana dlrnaksud - pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakuka-t setetsh lewat 2 (dua) bulsn, 
Bt.:pati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua pc1rsen) sebulan atas keterlarnbatan 
pembayaran kelebihan pernbayaran retribusi 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) 
dilal<ukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkanr,ya SKRDLB 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihao pernbayaran retribusi 
sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) lanqsunq diperhitunqka 1 untuk melunasi terlebih 
dahulu utang retribusi tersebut. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati 
tidak memberikan suatu keputusan,permohonan pengembalian pembayaran retribusi di 
anqqap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dala.n jangk2 waktu paling lama 1 
(satu) bulan 

(2) Bupati dalam jangka waktu paring lama 6 (enam) bulan sejak diterirnanya permohonan 
penqernbalian kelebihan pembayaran retribusi sebaqain-ana dimaksud pada ayat (1 ), 
harus memberikan keputusan. 

(1) Atas kelebihan dengan pembayaran Retribusi, wajib pajak atau wajib retribusi dapat 
rnenqajukan perrr.ohonan pengembalian kepada Bupati. 
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BAB'' 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PE:MB.AYARA.N 

(2) Imhalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak bu Ian pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

f1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebaqian atau seturuhnya. kelebihan pernbayaran 
retribusi dikembalikan dengan tambahan irnoalan bunqa sebesar 2 % ( dua parsen) 
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

Pasal35 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tid.,': 
membe« suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebu: c.Jianggar dikaoull<an. 

~3) Ke outusan Bupati atas keberatan dapat bcruoa rnenerma seluruhnya at.iu sebagian, 
menolak, atau menambah besamya retribusi yang terutano _ 

(2) K&tentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) adalah intuk memberikan kE pastian 
hukurn bagi wajib retnbusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusar oleh 
Bupati. 



(2) Pemoerian insentif sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dite.tapkan melalui A; 1gr_,aran 
Pendapatan dan Belanja Dae rah, sesuai dengan ketentuan yang berlnku. 

(1) lnstansi yang melaksanakar pemungutan retribusi dapat diberi insentif alas Jasar 
pencapaian kinerja tertentu. 

Pasal40 

BAB VIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perneriksaan retribusi diatur dengan 1~eraturan 
Bupati. 

(2) Wc1jib retribusi yang diperiksa wajib: 
a. mernberikan dan /atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yanr, menjadi 

dasarnya dan dokurnen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang •erntang; 
b. memberikan kesempatan untuk mernasuki ternpat ata . .1 ruanqan yang dianggap perlu 

dan rnernberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan: dan/atau rnemberikan 
keterangan yang dioerlukan 

(1) Bi.pati berwenang melakukan pemeriksaan untuk ,11enguji kepatuhan pernsnuhan 
kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang--undangan 
Retribusi Daerah 
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BABVtl 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

~3) Tata cara penqhapusan pitJtang retribusi ya,,g sudah ksdaluwarsa diatu, dengan 
Peraturan Bupati 

\2) Bupati menetapka·.1 psnqhapusan piutanj retnbusi vant1 sudah kedaluwarsa 
sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lugi kerena ha~ untuk rnelakukan per iaqihan 
surlah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

Pasal3d 

(5) Pe'lg:-Jkuan utang retribusi secara tidak. lar.gsung seb :19.aiimann d rnaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah dapat diketahui dari pengajuar perrnohonan angsuran atau pemmdaan 
pe1 nbayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribus i 

(4) Pe.1gakuan utang retribusi secara /angsun~ sebagaimana dirnaksuc ~ada ayat (2) huruf 
b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih rremounyai utang 
retribusi dan belum melunasi kepada Pemeril'tah Daeran. · 

' 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebaqaimana dirnaks.ud pada ayat (2) huruf a 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tan~gal diterimanyn surat teguran tersebut 

(2) Kedruuwarsa penagihan retribusi sebagaimara dirnaksud pada ayat ( 1) tertanqg rh jika : 
a. ,Jiterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari "41ajib retriousi, balk lanqsunq rnaucun tidak 

la-19sung 



Oenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, merupakan penerirnaan Negara. 

Pasal 43 

v'\/ajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga rnerugikan keuangun daerah 
diancarn pidana kurungan palinq lama 3 (tiga) bulan atau p·oanc: denda paling banyak 3 (tiga) 
'<ali jurnlah ntribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

Pasal l.2 

BABX 
KETENTUAN PIDANA 

(4). Pe 1yidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) n1er1beritahukan dirnulainya 
pe.iyidikannya dan menyampaikan hasil per.yidikan penunt.rt urnum mulai penyidik 
Pejabat Polis: Negara Republik Indonesia, se suai ketentuan yang diatur dalam Undang­ 
undang Hukum Acara Pidar.a. 

(3) W13wenang Penyidik sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. ~Aenerima, mencari,mengumpulkan , dan meneliti keteranpan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dioidurg retnbusi aga, keternngan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas, 

b Meneliti, mencari,dan mengumpulkan lreterangan menqenai orang pnbad. at.au badao 
tentanq kebenaran perbuatan ya, 19 dilakukan sehubunqan dengan tindakan p.dana 
retribusi 

c l\1erninta keterangan dan bahan bukti dari orang pri~Jadi atau 'Jadan sehubunqan 
denqan tindak pidana dibidang Retribusi. 

d Memeriksa buku, catatan dan dokurnen lain berkenaan dengan tinda-, pidana 
dibidang retribusl. 

e Melak.ukan penggeledahan untuk rnendapatl<an bahan bukti oembukuan, 
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelakss-naan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menir-gg,Jllcan ruangan atau ternpat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsurg dan rnerner'ksa idenutas orang, benda, 
dan/ at8.J dokumen yang dibawa 

h. Memotret seseorang yang berk.aitan dengan tindak pidana Retribusi; 
1. M1~manggil orang untuk didengar keterangan fan diperiksa 3et,agai tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan: dan/atau 
k. Melakukan tlndaken lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pkIana di 

bidang retrib.rsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunc anq - undangan 

~2) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dianqkat oleh Pejabat yang berwcnang 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - unoanqan. 

(1) Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingKungnn Pemerintah Daeral: diberi w swenanq 
khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan timi.c.11< pidana di bidanq ret.ibusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukurn Acara Pidana. 

Pasal41 

BAB IX 
PENYIDIKAN 



LEMB/\RAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL. TAHUN 20"'1 NOMOR :.1.0 SERI B 

Diundanjkan di Paryabunqan 
pada tc,nggal 21 Januari 2010. 

AS'?AN SOFIAN 

Ditetapkan di F)anyabungan 
paca tangga!--.::.s· Januari 2011 .,,...,.., ,, 

~;;AT/ MAND\NG NATAL 

/ 

• 

Peraturan Daerah ini mulai ber!aku pada tanggal diundangkan. 
Aqar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqur.danqan Peraturan Daerah ini 
dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 1\/landailing Natal. 

Pasa146 

(2) Cengan berlakunya Peraturan ini maka i:Jeraturan Daerah yang mengatur ter.tanq 
Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diaur dalam 
Peraturan dan I atau Keputusan Bupati. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTLJP 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutanq berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersanqkutan rnasih 
dapat dit3gih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terh.tung sejak saat terutang. 

• 

• 
Pasal44 

BAB ;{I 
KETENTUAN PERAL.I HAN 



Pasal 5 : cukup jelas 

Pasal6 : cukup jelas 

Pas::117 : cukup jelas 

P3Sdl8 : cukup jelas 

Pas:119 : cukup jelas 
• 

memperl iatikan peninjauan desain dc111 pernantauan relaksanaan 

pembangunan. agar tetap sesuai dengar· rencana tehni:i dan utamanva tata 

ruang dengan tetap memperhatikan beberapa koefisien. dalarn I angka 

memenuhi persvaratan untuk keselama!.an be1gi yang menempati bangunan 

dimaksud. 

banqunan drmal-sud adalah rlengan mendirikan 

Pesal 1 : cukup jelas 

Pasal 2 : cukup jelas 

Pasal 3 : cukup jelas 

Pasal 4 : objek retribusi izin 

II PASAL DEMI PASAL 

Untuk mendukung kelancaran pernbangunan di daer ah, pemerintah pusat rr erncerikan 

kewenangan pemungutan potensi Pendapatan Asli Daerah jenis retribusi. Hal ini sesuai 

Jergan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Norr.or 28 Tahun 2009 tentanq Pajak 

Oaerah dan Retribusi Daerah. di dalam pasal 140 disebutkan jenis retribusi perizinan 

.ertentu yang terdiri dari lima kategori yaitu ; izin mendi.ikan bangunan, i;:'.in ternpat 

penjualan minuman beralkohol. izin gangguan. izin trayek dan izin usaha perikanan. 

Dari kelima objek retribusi dimaksud, hanya ernpat kategori yang mernpunyai sumber di 

Kabupaten Mandailing Natal, untuk izin tempat mmum.m beralkohol belum memiliki 

po.ensi 

Melalui Undang-undang ini daerah diberikan kewenanqan rnernungut FAD secara 

maksimal, sepanjanq sesuai dengan ketentuan pasal dirnal sud . • 

I. UM UM 

TENT ANG 

RE TRIBUSI PERIZINJ,N TERTENTU • 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDJ\ll ING NATAL 

NOMOR : 10 TJ'.HUN 2011 



Pasal 15: cukup jelas 

ras3116 : cukup jelas 

Pasal 17 : cukup jelas 

Pasal 18 : cukup jelas 

Pasal 19 : cukup jelas 

Pasal 20 : cukup jelas 

Pasal21 : cukup jelas 

Pasal'22 : cukup jelas 

Pasal22 : cukup jelas 

Pasal 23 : cukup jelas 

Pasc1124 : cukup jelas • 
Prlsal25 : cukup jelas 

• 

ketertiban, keselamatan, kesehatan lingkungan dan memer-urn norrna 

keselamatan dan kesehatan ke~2 

Pasdl 11 : termasuk di dalarn '<ategori nbjek lingk1rngan adalah pemberian iziri 

pertambangan yani;J memberikar. dampak tcrhauap li'1gi~ungan sekitamya. 

Pas~I 12 : cukup jelas 

Pasal 13 : cukup jelas 

Pas:11 14 : yang dimaksud dengan wilayah Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah : 

Wilayah I meliputi Kecamatan Pa-ivabunqan, Ke(;am2tan Panyabunqan Utara, 

Kecan ,atan Panyabunqan Sela tan, Kecamatar Panyabungan Tirnur, 

Kecarnatan Panyabungan Barat, Kecarnatan Siabu, Kecarnatan Bukit 

Malinta11g dan Kecamatan Nagan Juanq 
Wilayah II metiputi Kecarnatan Kotanopan t<ecamatan Tambangan, 

Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatar: l.ernbah Sorik Marapi, 

Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Pakantan dan Kecarnatan Ulupungkut. 

Wilayah Ill meliputi Kecamatan Batanq Natak, Kecamatan Lingga Bayu dan 

Kecamatan Ranto Baek. 

Wilayah IV meliputi Kecamatan Natal, Kecamatan Sinunukan dann Kecamatan 

Batahan. 

Wilayah V me'iputi Kecamatan Muara Batang Gadis 

secara terus menerus untuk rne nreqan terjadinya gJngguan industri I 

gangguan. termasuk pengawasar, dan pengendnlian keqiatan tempat usaha, 
' 

dimaksud rong menirnbulkan bahaya, kerugian -ian/atau Pas'31 10 izin gangguan 



• 

I 

TAIV1BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPA1 EN MANDAIL.INC; NATAL NGMOR :11 J 

Pasal 26 : cukup jelas 

Pasal27 : cukup jelas 

Pasal 28 : cukup jelas 

Pasal29 : cukup jelas 
I Pasal 30 : cukup jelas 

Pasal 31 : cukup jelas 

Pasal 32 : cukup jelas 

Pasal33 : cukup jelas 

Pasal34 : cukup jelas 

Pasal35 : cukup jelas 

?asal36 : cukup .ielas 

Pasal 37 : cukup jelas 

Pasdl 38 : cukup jelas 

Pasal 39 : cukup jelas 

Pasa/40 : cukup jeias 

Pa~a/41 : cukup jelas 

• Pasa/42 : cukup jelas 

Pasal43 : cukup jelas 
• Pasal44 : cukup jelas 

Pasal45 : cukup jelas 

Pa~al46 : cukup jelas 


